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Abstrak
 

Tesis 1ni , embahas mengenai dampak perlakukan perpajakan dan kepabeanan terhadap bida g usaha

minyak an gas burnl, k:hususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tali 2001 teatang Minyak

dan Gas

Bumi. PeneHtian int adalah penel· tian dengan pendekatan kualitatif dengan desain

deskriptif. Hasil penelitian menyarankan Hahwa Badan Pelaksana Migas dan Departemen Energi dan

Sumber Daya Mineral, perlu terlebih dahulu memahami ketentuan-ketenhlan terkait antara ain ketentuan di

bidang pe aja.k:an dan kepabean , kehutanan. lingkumm hidup dan lain set3agaimanya sehi gga penyusunan

kontrak di bidang migas lebih se~aras dengan lJU Migas dan peraturan perundangan lain yang terka ~t. 1

enginfat kontrak di bidang migas terkandung unsur penguasaan hajat hidup orang banyak, berjangka waktu

lama,

dan berpengaruh pad a keuangan negara dalam jangka pan· ang> Pemerintah perlu membentuk suatu tim

yang soli (bersifat .ad hoc ataupun antar departemen) dengan melibatkan unit-unit terkait guna mengkaji

secara komprehensif{baik dari aspek penerimaan mi as, pajak. kehutanan~ lingkungan hi<iup dan

sebagainya) kebijakan di bidang usaha migas dalrun r ngka menyusun kontrak baku di bidang migas dengan

tetap memperhatikan hal kebijakan ekonomi yang akan ditempuh,

kepa.~tian hukum serta memberikan profit bagi negara dan menarik bagi investor.

......The focus of this study is the impact of the taxation and custom regulation to the oil and gas industry in

Indonesia, si ce effectiveness o the Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (Law No. 22 of 2001)

dated of November 23. 2001. This research is qualitative descriptive interpretive. he researcher suggest

that Bada.n Pelaksana Migas and tlie Ministry of Energy and Mineral Resources)

need to understand to the taxation and c stom egulation, fo restry regulation,

environment regulation, ami other relating regulation, · order to draft oil and gas

standard contract under the Undang-Undang tent g Minyak dan G Bumi {1 aw No. 22 of2001) and other

relating regula ion. Further~ considering that ti>il and gas contract have a wide impact to the pub ic

priority and state's finance, Government require te build a team to resea.rcfi oil

and gas policy in order to drdft oil and gas standard contract that giv advant~ge to
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